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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR  ll TAHUN 1998

TENTANG    、

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAI{MAT ?UHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPATA DAERAH TINGKAT II KUTAI,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor
20 Tahun L997 tentang Retribusi Daerah sebagai
pelaksana Undang-undang Nomor 18 Tahun L997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ijin Tempat Usaha
dan Ijin Undang-undang Gangguan (HO) perlu
disesuaikan;

bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu
Peraturan Daerah

Undang-undang R.I. Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
NeEara Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang-undang;

Undang-undang R.I. Nomor 5 ?ahun L974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara ?ahun
1974 l[omor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Undangr-undang R.I. Nomor I Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-undang }Iukum Acara Pi-dana ( Lembaran Negara
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan tembaran Negara
Nomor 32091;

Undang-undang R.I. Nomor 4 Tahun Lg82 Tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Tahun t982 Nomor L2 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3215 );

Undang-undangr R.I. Nomor LB tahun tggl tentang Pajak
Daerah dan retribusi Daerah (Lernbaran Negara Tahun
L997 Nomor 4L Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 );

Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 27 ?ahun 1983 tent4ng
Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 29 Tahun 1986 tentang.
Analisis Mengenai Dampak tingkungan ( Lembaran Negar.a
Tahun 1986 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor
338);
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B. Peraturan Pemerintah R'I' Nomor 20

n"ttibusi Daerah (Lembaran Negara
Tambahan Lembaran Negara a692 );

g.KeputusanPresidenR.I.NomorzoTahun1990tantang
Limbah Cair;

l0.KeputusanPresidenR.I.Nomor33Tahun1992tentang
tiia cara" Penanaman Modal;

Lr. peraturan Menteri Dalam NeEeri Nomor 1 Tahun 1985

tentangTataCarapengenaalianPencemaranbagi
Perusahaan.perusahaanyangmengaaaxal.PenanamanHodal
menurut unaang-undang Nomor 1 iahun L967 dan undang-

undang Nomor 6 Tahun 1968;

Lz. peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 4 Tahun L987

tentang penerriii, prrrqrtan-iungutan dan jangka waktu

terhadap p"*u.ii." izLn Undang-undang Gangguan

(Hinder Ordonantie);

13. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun L992

tentang nencini- Tapak iinan dan Tata Tertib
pengusahaan rawis^n rnaustri serta Prosedur Pemberian

rzin Mendirik""-g;g"""" (rMB) d3n rzin undang-undang
ei"dd;r--luucllno---uasi'Perusahaan-perusahaan vans

;;;i;k;"i airuir Kawasan rndustri;

14.PeraturanMenteriDalamNegeriNomorl.Tahunt992
t"rti"g Tata iiii-p"*berian 1,zLn Mendirikan Bangunan

(IMB)sertal,i"_u"aing-unaangGangggal.(uUG)/Hobagi

*i*tll]ilp"iusahaan 
vans bErlokasi diluar Kawasan

t5 t:lt:x;"1"#:l';:i"tilil il:3::i Hl';"::.,111""o":l3i
Perubahan;

16.KeputusanHenteriDalamNeqeriNomor!7tTahunL997
tentang prosedui-P"tgt""han Peraturan Daerah;

LT.KeputusanMenteriDalamNegeri-Nomor174TahunL997
tentang peaoman Tata Caia Pemungutan Retribusi
Daerah;

ls.KeputusanMenteriDalamHegeriNomor.l?5TahunL997
tentang Tata 

-c.i.- p"**rifi.r, Dibidang Retribusi
Daerab; ' "

lg.PeraturanDaerahKabupatenDaerahTingkatllKutai
Nomor 21 Tahun 1985 tLntang Penyid-ik. iegawai Negeri

sipil_ ailing-iurg., pemeiintan- Kabupaten Daerah

Tingkat II Kutai;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai

Tahun 1"997 tentang
Tahun L997 Nomor 55
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MEMUTUSKAN

PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  DAERAH
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

TINGKAT II KUTAIMenetapkan

BAB  I

KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam peraturan Daerah ini′  yang dimaksud dengan  :

a. Pemerintah  Daerah′ adalah Pemerttntah Kabupaten Daerah  Tingkat  II
Kutaiメ

bo Kepala Daerah′  adalah Bupati K,pala Daerah Tingkat II Kutai′

c. Dinas  Pendapatan Daerah′  adalah Dinas Pendapatan Kabupaten  Daerah
Tingkat =I Kutaiメ

d. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai,

e・
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yang mengelola KaWasan lnduStriメ
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PMDN/PMA maupun yang Non PMDN/PMA,

i. Index  Lokasi  adalah angka index klafikas■  3alan  yang  ditetapkan
b6rdasarkan 10kasi atau ■etak dan kondisi lingkunganメ
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lnYa  gangguan  yang

k. Retrttbusi  Daerah  adalah pungutan Daerah sebagai  pembayaran  ataS
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I. Retribusl Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas keqiatan
tertentu Pemerintah Daerah dalam Pemberian izin kepada orang
pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruangr
penggunaan sumber daya a1am, barang prasarana, sarana atau
fasilitas tertentu quna melindungi kepentingan umum dan merrjaga
kelestarian lingkungan;

m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi
yang terutang;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya
jumlah Retribusi yang terutang jumlah kredit Retribusi, jumlah
kekuranEan pembayaran pokoh Retribusi, besarnya sanksi administrasi
dan jumlah yang masih harus dibayar;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar tambahan yang
selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda . .

BAB II

PERIZINAN

Pasal

(1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengadakan usaha yang
dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan
atau kelestarian lingkunan harus mendapat Izin Gangguan dari
Kepala Daerah;

Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) Pasal ini
ditetapkan oleh Kepa1a Daerah.

(2)

BAB  III

NAMA′  OBYEK DAN SUBYEK

Pasal

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi atas pelayanan
pemberian iz:n ganggruan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan
atau gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

O.

p.
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Pasal 4

Obyek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian fzin
Gangguan (HO).

Pasal 5

(1) Subyek Retribusl adalah orang pribadi atau Badan yang mendapAthan
atau memperoleh lzin Gangguan (HO);

( 2 ) Pengrgolongan Perusahaan terdi-ri dari yang menimbulkan gangguan
besar/tingqi, gangguan sedang d.an ganEguan kecil;

( 3 ) Penggolongan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2 ) Pasal
ini, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

i 4 ) Jenis-jenis usaha yang tidak tercantum dalam ayat ( 3 ) Pasa1 ini
diatur dengan K'eputusan Kepala Daerah.

BAB  IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Gangguan adalah jasa pelayanan yang diberilcan
Pemerintah Daerah kepada orang atau Badan adalah termasuk golongan
Retribusi Perizinan Tertentu;

BAB  V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN 」ASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Izin Gangguan diukur berdasar Luas ruangan,
lokasi dan gangguan serta jenis usaha.



Pasal 8

( 1 ) Penetapan Indeks Gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan.,
dengan klasifikasi sebagai berj-kut :

a, Perusahaan dengan Gangguan Besar, Indeksnya 5;
b. Perusahaan dengan Gangguan Sedang, Indeksnya 3;
c. Perusahaan dengan Gangguan Kecil, Indeknya 2;

(2) Penetapan Indeks Lokasi pada letak/lokasi Perusahaan sebagai
berikut :

Indeks Lokasi : a. Kawasan Industri L;
b. Zona Industri 2;
:. Kawasan Campuran 3;

(3) Perhitungan besarnya Retribusi Izin Gangguan adaLah :

Luas Ruang Usaha x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x Tarif.

BAB  VI

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

( 1 ) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif
Retribusi dldasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama
dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin;

(2tBiayasebaga1manadimaksudayat(1)Pasa1iniada1ahuntuk
mengqanti biaya adftinistrasi, biaya survei lapangan,
pengendalian, monitoring pengawasan dan biaya pembinaan.

Pasa1 10

( 1 ) Penentuan besarnya ?arif Izin Gangguan berdasarkan luas ruang
usaha ditetapkan sebagai berikut :

a. 6 M2 sld 100 M2 Sebesar Rp. 500,-/H2.
b. Selebihnya Rp. 300, - /V12.

t2) Apabila terjadi pemindahan hak, besarnya pungutan ditetapkan 10t
dari biaya Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini;
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BAB VII

WILAYAH PUNGUTAN DAN TATA CARA
PERHITuNGAN RETRIBUSI

PasaI 11

(1) Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah Tempat Izin
Gangguan diberikan;

(2) Besarnya Retribusi yang dihitung dengan cara mengalikan Tarif
Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat ( 3 ) dengan
tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT
RETRIBUSI TERUTANG

Pasa1  12

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang
atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

lamanya 12 (dua belas) もti嵐五

Pasal  13

Saat Terutang Retribusi adalah pada saat
dokumen lain yang dipersamakan.

diterbitkannya  SKRD  atau

BAB  IX

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal

( 1 ) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan
pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang
berdomisili di dalam Wilayah Daerah maupun diluar Wilayah Daerah
tetapi memiliki obyek Retribusi di Wilayah Daerah;

(2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan
dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan
disampaikan kepada Wajib Retribusi ;

( 3 ) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan
kepada Wajib Retribusi diisi dengan je1as, lengkap dan benar,
dikembalikan kepada petugas Retribusi, sebagai bahan mengisi
daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut;

14
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(4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

BAB  X

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

( 1 ) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD;

tZ) Dalam ha1 SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana
rnestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan;

( 3 ) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (21 ditetapkan oleh
Kepala Daerah.

Pasal 16

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau
data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah
retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB  XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

PASAI L I

( 1 ) Pemungrutan Retribusi tidak dapat diborongkan;

(2) Retribusi dipungut denqan mengqunakan SKRD atau Dokumen lain yang
dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB  XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasa1  18

Dalam ha1 wajib retrlbusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebasar 2* (dua
persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutanq yang tidak
atau kurang bayar dan dit.aglh dengan menggunakan Surat Tagihan
Retribusi Daerah ( STRD ) .



BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAI{

Pasal 19

(1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau dltempatlain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan denqran
menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan;

12) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, makahasil penerimaan Retribusi Daerlh harus- t<e Kas Daerahselambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukanoleh Kepala Daerah;

( 3 ) Apabila pembayaran Retrlbusi dilakukan setelah lewat waktu yangditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakansanksi administrasi berupa bunga sebesar-2 t'(dua persen) denganmenerbitkan STRD.

Pasa1  20

(1)

\z)

Pembayaran Retribusi harus ditakukan secara tunai/ruas;
Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izinkepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribuii terutang dalamjangka waktu tertentu dengan aiasin yang dapat diperfanqd;;j awabkan;

T?t, cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (ztditetapkan oleh Kepala Daerah;

Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan wajibRetribusi untuk menunda pembayaran RetriUuei sampai-batas waltuyang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanig,rrrg jawabkan.

T?\

(4)

Pasa1  21

\al Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diberikantanda bukti pembayaran;

{2) setiap pembayararr dicatat dalam buku penerimaan;

(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaranRetrlbusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV



( I ) Pengeluaran Surat ?eguran/peringatan/surat lain yang sejenissebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi aixeruirt<ansegera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) setelah tanggal surat teguran/Peringatan/surat lain yang sejenls, waji6 Retribusi -harus
melunasi Retribusinya yang terutang ;

(3) surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkari olehPejabat yang ditunjuk

BAB  XIv

TATA CARA PENACIHAN RETRIBUSI

Pasal 22

Pasa1  23

BAB  XV

KETENTUAN PIDANA

Pasa1  24

BAB  XVI

PENYIDIKAN

Pasa1  25

pelaksanaan penagihan
ayat (1) ditetapkan

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untukRetribusi Daerah sebagaimana dimiksud pasal 10oleh Kepala Daerah.

⌒
Pelanggaran terharlap ketentuan-ketentuan dalam peraturan Daerah inidapat diancam dengan Pidana Kurunngan selama-I"*"rrii 6 (enam) bulanatau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terfruiing.-

(1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah
Daerah diberi wer"renang khusus sebagai penyidil untuk melakukanPenyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimanadimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentanq HukumAcara Pidana;



(2) Wewenanq Penyidikan
adalah I

sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini

a. Menerima, mencari mengumpuS.kan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi
Daerah;

h. Menerima, mencari mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana Betribusi Daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pldana dibidlang Retribusi
Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokemen, serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaqa ahri dalam rangka pelaksanaan tugaspenyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

q. Menyuruh berhent.i dan atau melarang seseorang meninggalkan
ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang
Retribusi Daerah;

berkaitan dengan tindak pidana

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangl<a atau saksi;

J. Menghentikan Penyidikan;

k. MeLakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancararr penyidikan
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang
dapat dipertangungj awabkan;

( 3 ) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Pasal ini
memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaikan hasil
penyidikannya jkepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-undang Nomor I Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana

BAB XVII
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BAB  XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan   berlakunya  Peraturan  Daerah  ini′   maka  Peraturan   Daerah
Kabupaten  Daerah  Tingkat II Kutai Nomor 7 Tahun  1997  tentang  lzin
Undang―undang  Gangguan  (Ho) dan lzin  Tempat  usaha  Dalam  Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dinyatakan tidak berlaku.

Pasa1  27

Ha1*hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan dialur lebih lanjut aleh Kepala naerair.

Fasa]

PeratuFan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  Orang  dapat  mengetahuュ nya  memer■ ntahkan  Pengundangan
Peraturan  Daerah  ini  dengan  penempatan■ ya  dalam  Lembaran  Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong.

pada tangga■   31 Agustus 1998.

28

DEミkN  PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
II KUTAI′

′

″ _一

SULAIMAN.

Diundangkan dalam Lembaran
Kabupaten  Daerah  Tingkat
No。 95' Tahun 1998 tgl.17 Des

erah
uta■
1998

Berdasarkan Pasal 9 a ヽ

Keputusan 7Y{enter i Dala
Nomor '/ L7 L Tahun

。 SYAHRIA
10 032 0び

ari-s Wilayah

DRS,
NIP.
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR  ll TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

PENJETASAI{ UMUM.

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor. .19,
Tahun L997 tentanq Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun L997 tentang Retribusi Daerah, maka

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 7 Tahun

1997 tentang Uzin Undang-Undang dan Izin Tempat Ueaha Dalam

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang dilandasi Undang-

Undang Nomor L2 Tahun L957 tentang Peraturan tentang Retribusi
Daerah, dipandang,perlu untuk disesuaikan.

Dalam rangka pemantapan pelaksanaan Penanaman Modal, baik
penanaman modal Dalam Negeri maupun penanaman ModaL Asing serta
kegiatan Perekonomian pada Umumnya perlu dilakukan penertiban
pungutan-pungutan terhadap pemberian Izin Gangguan (HO).

Adapun maksud dan tujuan dibuatnya Peraturan Daerah ini
adalah disamplng penyesuaian dengan Undang-Undang tersebut diatas,
juga dalam rangka menjaga ketertiban Umum, keamanan, Pengawasan

dan pengendalian serta kesehatan lingkungan.

Oleh karena itu setiap orang pribadi atau Badan i"ng
mengadakan kegiatan usaha yang menggunakan mesin dengan intensitas
gangguan besar/tinggi, sedang dan kecil diwajibkan memiliki lzin
Gangguan.

Untuk menjaga Ketertiban Umum, Keamanan, pengawasan dan

pengendalian serta kesehatan lingkungan perlu menetapkan Retribusi
Izin Gangguan yang diatur dengan Peraturan Daerah.
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IIo PEN」 ELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 , ! Cukup Jelas.

Pasal 5 sampai dengan PasaL B : Cukup Jelas.

Pasa1 9 sampai dengan Pasal 28: Cukup Jelas.
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